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A B S T R A K  

 
Nartjo Hasyim. 201920251012. Analisis Yuridis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi 

Penagihan Ditinjau Dari Peraturan OJK Nomor : 35/POJK.05/2018 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.” 

Ketentuan yang mengatur (PJOK) nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan 

usaha perusahaan pembiayaan, dalam ketentuan tersebut yang menegaskan 

perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk 

melakukan penagihan kepada debitur harus memperoleh sertifikasi dibidang 

pembiayaan dari Lembaga Serifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan namun terjadi permasalahan saat ini walaupun pihak lain (debt collector) 

telah memperoleh sertifikasi, sering terjadi konflik ketika pelaksanaan penagihan 

maupun eksekusi fidusia secara sepihak. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan 

menganalisis secara yuridis tentang pelaksanaan sertifikasi profesi penagihan 

ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 35/POJK.05/2018 

Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan 

pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang 

dilakukan  terhadap peraturan-peraturan, undang-undang dan kepustakaan hukum 

serta doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian tentang pelaksanaan sertifikasi 

profesi penagih yang dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan  Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 35/POJK.05/2018 disebutkan tentang kewajiban 

pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani fungsi 

penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki sertifikat profesi dibidang 

penagihan. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) telah menunjuk PT 

Sertifikasi Indonesia (SPPI) sebagai penyelenggara sertifikasi. Untuk 

melaksanakan proses sertifikasi bagi Direksi, Komisaris, manajerial maupun 

pegawai, pesertanya orang yang ditunjuk sebagai wakil perusahaan pembiayaan 

dan memiliki kewenangan untuk berkomunikasi dengan SPPI. Dalam hal eksekusi, 

apabila terjadi penyimpangan di lapangan, yang dilakukan oleh Debt Collector atau 

pihak yang dikuasakan perusahaan pembiayaan kepada orang lain yang melakukan 

penagihan dengan main hakim sendiri (eigenrichting), penarikan paksa, intimidasi 

dan lain-lain maka dapat dikenakan pidana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus 

melaksanakan, mensosialisasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 

35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan kepada 

perusahaan/jasa pembiayaan dan publik umum karena saat ini masih banyak 

perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa penagihan yang belum memiliki 

sertifikasi dan belum ada sanksi tegas bagi pelanggar. PT. Sertifikasi Profesi 

Pembiayaan Indonesia (SPPI) dalam melaksanakan ujian sertfikasi lebih selektif 

menentukan peserta yang ikut dalam proses ujian sertifikasi berdasarkan 

pengalaman kerja lapangan,dan melibatkan pihak lain yang berkompeten dibidang 

penagihan seperti Perkumpulan Profesi Collection Indonesia (P2CI). 
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ABSTRACT 
 

Narjo Hasyim.201920251012. Juridical Analysis of the Implementation of Billing 

Professional Certification in View From OJK Regulation Number: 

35/POJK.05/2018 Concerning Implementation of Financing Business certification. 

 

The provisions governing (PJOK) number 35 of 2018 concerning the conduct of 

finance company business, in this provision which emphasizes that finance 

companies can collaborate with other parties to collect debtors must obtain 

certification in the field of financing from a Professional Certification Institution 

registered with the Financial Services Authority but there are current problems 

even though the other party (debt collector) has obtained certification, conflicts 

often occur when the implementation of billing and execution of fiduciaries is 

unilateral. The research objective is to study and analyze legally the 

implementation of the billing profession certification in terms of the Financial 

Services Authority Regulation (OJK) Number: 35/POJK.05/2018 Concerning the 

Implementation of Financing Businesses. The research method used in this writing 

is normative legal research, namely research conducted on regulations, laws and 

legal literature and doctrines related to the object of research on the 

implementation of professional certification of collectors whose implementation is 

not in accordance with the Financial Services Authority Regulation (OJK) Number: 

35/POJK.05/2018 which states that the obligations of employees and/or outsourced 

personnel of a Financing Company that handles the function of collecting and 

executing collateral must have a professional certificate in the field of billing. The 

Association of Indonesian Financing Companies (APPI) has appointed PT 

Indonesia Certification (SPPI) as the certification provider. To carry out the 

certification process for Directors, Commissioners, managerial and employees, the 

participants are people who are appointed as representatives of finance companies 

and have the authority to communicate with SPPI. In terms of execution, if 

irregularities occur in the field, committed by a Debt Collector or a party 

authorized by a finance company to another person who collects by vigilante 

(eigenrichting), forced withdrawal, intimidation, etc., a penalty may be imposed. 

The Financial Services Authority (OJK) must implement, socialize the Financial 

Services Authority Regulation Number: 35/POJK.05/2018 Concerning the 

Implementation of Financing Businesses to companies/financing services and the 

general public because currently there are still many finance companies that use 

billing services that do not have certification and there are no strict sanctions for 

violators. PT. The Indonesian Financing Professional Certification (SPPI) in 

carrying out the certification exam is more selective in determining participants 

who take part in the certification exam process based on field work experience, and 

involving other parties who are competent in the field of billing such as the 

Indonesian Collection Profession Association (P2CI). 

 

Keywords: Professional Certification, Debt Collector, Criminal Witness 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Moto : “Hidup adalah impian, wujudkanlah, Hidup adalah tantangan, hadapilah. 

Hidup adalah keindadahn, kagumilah. Hidup adalah tragedi, tangisilah. 

Hidup adalah tugas, tekunilah. Hidup adala misteri, takjubilah” 

(Dr. Andar Ismail) 
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